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ABSTRAK

Maryani, 04193001, skripsi dengan judul Hubungan Antara Pendidikan Dan
Pekerjaan Masyarakat Dengan Pengetahuan Tentang Sistem Pemerintahan
Kemendapoan, Sebagai pembimbing [ Dr. Azwar, M.5i dan pembimbing 11
Andri Rusta, S.0p.

Pada tahun 1979 lahir Undang-Undang Mo, 5 tahun 1979 lentang
Pemerintahan Desa yang mengatur pemerintaban dibawah tingkat kecamatan
adalah pemerintahan desakelurahan dengan  demikian  sistern pemerintahan
terendah Kabupaten Kerinci berganti nama menjadi desa yang semula bermama
Kemendapoan.  Pentingnva  diberlakukan  kembali  Sistem  Pemerintahan
Kemendapoan karena adat istiacal kebiasaan masyarakal dan lembaga adat yang
hidup ditengah-tengah masyarakat masih memegang peranan penting dalam
menggerakkan kehidupan masyarakat dalam berbagai hal. Penelitian ini mengkaji
bagaimana hubungan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan terhadap persepsi
masyarakat tentang pengetahuan mengenai Sistem Pemerintahan Kemendapoan.

Penelitian ini mengeunakan  konsep  persepsi dengan  menggunakan
variabe]l tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Pendekatan vang digunakan
adalah pendekatan kvantitatif’ dengan jenis penelitian survei dan tipe penelitian
penjelasan fexplanatory). Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan
wawancara  langsung.  Pengambilan sampel menggunakan Clusier  Random
Sampling. Analisis data menggunakan program 5PSS 16.0 dengan wji hipotesis
mengeunakan Chi-Sguare dan kocfisien kontigensi dengan menampilkan tabel
frekuensi dan tabulas: silang,

Dhari analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa bahwa varabel tingkat
pendidikan memiliki hubungan dengan persepsi masvarakat tentang pengetahuan
mengenai Sistem Pemerintaban Kemendapoan dengan nilai koefisien kontigensi
kedua wvariabel adalabh 0303 vanp artinya hubungan kedua variabel meripakan
hubungan positif yang sedang. Sedangkan jenis pekerjaan tidak memiliki
hubungan dengan persepsi masyarakal lentang penpetabuan mengenai Sistem
Pemerintahan Kemendapoan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

AL Latar Belakang

Pemberian otonomi luas kepada daerab untuk mempercepat terwajudnya
kesgjahleraan masyarakal serla meningkatkan efesienst dan efektifitas pemeriniab
daerah dalam pelayanan umum dan pembangunan desa, Pada dasarmnya pemberian
otonomi dacrah tersebut agar dapat mengembangkan dirinva secara mandini sesuai
dengan hak asal-usulnyva vang terkal dengan kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dacrah dalam
pasal B disebutkan batvaea;

“Megars mengakur dan menghormati kesatuan masvarakat hukum adat beserta

hak tradisionalnva sepanmjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyvarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,'™
Jika adanya pengakuan akan otonomi desa it dapat ditunjukkan denpgan adanya
perumusan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat
{scperti desa, nagari, marga, banua, huta dan scbagainya) beserta bhak-hak
tradisionalnya {hak-hak uvntuk mengurus nimah tanggs sendin seperti sebelum

adanva negara).”

' Undang-nndang No. 32 Takun 2004 Tensang Pemerintahon Daeraf, 2005, Jakartn: Diperbanvak
oleh CV Laksana Mandiri.

© Yando. R Fakarin, Merehut Nepara Beberaper Covetor reflebniy Tervang Upava-Upaya
FPenpakuan dan Penpemibalion dan Pesndifian Ovorary, LAPERA, Yopyvakera: 2004, Him. 74-
75.



Selain itu Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriniah
Diaerah dalam pasal 93 awvat 1 disebutkan bahwa:

“Desa dapat dibentuk, dihapuskan, dan atsu digabung dengan memperhatikan
asal vsunya atas prakarss masyorekal dengan persctujuan Pemerintah Kabuopaten
dan DPRD.™

Artinya, istilabh desa disesuaikan dengan kondisi sosial budava masyarakat
setempat seperti nagarl, kampung, huta dan marga.

Pengaturan  mengenal keberadan  masvarakat hokum adat bisa juga
ditemukan pada pasal 281 aval 3 dalam bab Hak Asasi Manusia denpan bunyi
pasal tersebut:

“Identitas budaya dan hak masyaraksl tradisional dihormati selaras dengan
perkembanpan zaman dan peradaban”

Artinya sepanjang masih hidup. sesuai dengan perkembangan masvarakar dan
sesuar denpan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia,

Berdasarkan Unclang-undang terscbut diatas pelaksanaan otonomi daerah
memberikan peluang bags sistem pemerintahan vang berdasarkan pada asal-usul
adal-istiadat setempat. Salah satu penelitian vang pemnah dilakukan oleh Mulia
Java (2004) dengan judul Kawm Empar Jenis dalam Sistem Pemerintahan Desa;
Studi pada Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten

Kernel dalam Hubungan Proses Peruwmusan  Kebijakan” Dimana  sistem

Undamgandomg Noo 22Tofin (980 Tentang  Pomerimtshon Daerah, 20001, Bandung:
Diperhanyak alel Citra Umban,

' Rikardo Simarmata. Pengabian Hukum Terhadap asvarakar fndonesic, Kegional Initiasive on
Indigenous People” Rights and Development (RIPP), TINDP Regional Center in Banskok. 2006,
hilm, 4%,

" Skripsi Mol Joya 2004, “Kaum Empat Jenis Dalam Sistem Pemerinlahan Desa (Stedi Pada
Desa Tampung Mudo Penawar  Kec, Sitinjou Laut Kab, Kerinei Dalam Proses Perumusan
Eehijukin)”, Skripsi tidak umiuk diterbitkan, Padang. Fakulias Nmw Sosial dan lmo Poligk
Universitas Andalas,
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pemerintahan yang berdasarkan asal-usul adat-istiadat di Kabupaten Kerinci
adalah Sistem Pemerintahan kemendapaon.

Sistem Pemenntaban  Kemendapoan  merupakan  Kesatuan  wilavah
masyarakal hukum yang lerdini anak jantan dan anak berino vang memiliki
kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan secara
mandin berdasarkan atas asal-usul dan adat-istiadst vang diakui dalam Sistem
Pemerintaban Megara Indonesia. Sistem Pemerintaban Kemendapoan itu terdin
danl pemerintahan Mendapo sebagai eksekutif dan Kaum Empat Jenis sebagai
legislatif yang muana posisinya schagal mitra kerja pemeriniah Mendapo. Sistem
ini mulai berlaku sejak tahun 1922 ketika penjajahan Belanda tshun 1903 mula
masuk ke Kabupaten Kerinci.

Dalam  Sistem  Pemerintahan  Kemendapoan adanya satu kelompok
masyarakat di dalam satu kesatuan dusun dipimpin oleh kepala dusun, vang juga
berfungsi scbagai Kepala Adat atau Tetun Adat, Adat istiadar masyarakat dusun
dibina oleh para pemimpin vang jabatannva vaitu Depati dan MNinik Mamak,
Dibawah Depati ada Permenti (Rio, Datuk dan Pemangku) merupakan gelar adat
ving mempunyal kekuatan dalam sepals masalah kehidupan masvarakat adat.
Lahirnya sistem pemerintahan terendah tersebut sebagai penguatan atas identitas
diri dengan cara mengidentifikasi diri dalam sistem vang sedang berkermbang di
Fabupaten Kerinci.

Pada tahun 1979 keluar Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa yang mengatur pemerintahan dibawah tingkat kecamatan

adalah pemerimtahan desa’keluraban. Dengan demikian, pemerintahan tingkat



Kemendapoan hilang dan lahirlah pemerintaban desa'kelurahan vang langsung
berada dibawah kecamatan. Oleh sebab ity pemerintaban terendah yang dimiliki
oleh Kabupaten Kerinet berganti nama menjadi desa.

Pada dasarnya jika kita lihat kembali Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintaban Daerah disebutkan bahwa negara mengaka dan
menghormati kesatuan-kesatuan masvarakat hukum adat. Disini Kemendapoan
merupakan kesatvan masyarakal hukum adat dimana organisasi pemerintahan
terendah langsung dibawah kecamatan yang berhak menyelengparakan rumah
tangganya sendin dalam ikatan Negara Kesatuan Republik indonesia, Mamun
pada kenyatagnnys sampai saal am yang tegjadi di Kabupaten Kerinc: adalal
masih  berlakunya sistem pemerintahan  desa sebagai sistem  pemerintahan
terendahnva,

Ada 2 cin fundamental vang dihilangkan oleh Undang-Undang No. 5
tahun 1979 dari jati diri Desa, vakna:

|, Desa bukan lagi scbagal daerah yang bersifal istimewa vang memiliki

susunan asl dan hak asal-usul.

| ]
h

Desa bukanlah suatu masyarakat hukum melainkan banya suatu wilayah
vang ditempati oleh sejumiah penduduk dan mempunvai organisasi
masvarakat terendah langsung dibawah cama.®

Mengembalikan sistem pemerintahan sebenarmva membuiuhkan waktu
-ama dun dukungan dari banvak pihak baik masyarakat, pemerintahan daerah

miaupun dar kalangan adat sendin. Adat sanpal berpengaruh karena adat masib

simarimata, opeil, hlm. 78



BAR V11

PENUTUP

A. Kesimpulan

[

Lok

Dari penelitian vang dilakukan dapat disimpulkan:

Banvak masvarakal yang tidak tahu tentang  Sistem  Pemeriniahan
Kemendapoan  disebabkan oleh kurangnya pengelahuan  masvarakal
tentang Sistem Pemerintashan Kemendapoan, disamping itu kurangnya
sumber mengenai Sistem Pemerintahan Kemendapoan dan kurangnyva
sosialisasi darl lembaga adat serta keluarga.

Persepsi  masyarakat  untuk  kembali ke Sistem Pemerintahan
Remendapoan memiliki hubungan dengan tingkat pendidikan,

Perbedaan jenis pekerjaan masyarakal tidak mempengaruhi persepsi
masyarakat untuk kembali ke Sistern Pemerintahan Kemendapoan.

Tingkat pendidikan dan persepsi masyarakat untuk kembali ke Sistem
Pemerintahan Kemendapoan memiliki hubungan kategori sedang denpan
nilai koefisien kontigensi  kedua variabel adalah 0,305 yang artinya
hubungan kedua variabel merupakan hubungan positif vang scdang
sedangkan jenis pekerjsan dan persepsi masyarakat untuk kembali ke
Sistem Pemerintahan Femendapoan memiliki hubunpgan kategori tak
berarti dengan nilai kocfisien kontigensi kedua variabel adalah 0,201 yang
arfinya hubungan kedua variabel merupakan hubungan positf vang

husbungan positif yang 1ak berarti.
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